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BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas, nyata
dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diarnanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 32 Tahrm 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota, maka izin usaha petemakan s€rta pmgutan retribusi atasnya

merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatan
Pedapatan Asli Daerah (PAD) untuk pelaksanaan pembangunan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada fturuf a" maka
dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Petemakan serta

Pungutan Retribusi Atasnya;

Undang-rmdang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822);
Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 );
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I 967 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 2824);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3428):
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1993 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); -
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3710);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Reqibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor4l3gF*
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9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (trmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4438);

12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4686);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemeritah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahm 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4l Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
474r);

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana
Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Rencana
Keputusan Presiden;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahm 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan
Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 19 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

26. Instruksi Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pengawasan
Pembibitan terhadap Pemotongan/Pengiriman Sapi Betina Produktif: -f
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor I
Tahun 2008 tentang Bentuk Lambang, Motto, Mars, Hymne, Hari
Ulang Tahun dan Nama Panggilan Kesayangan Putra Putri Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Nomor I Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2

Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor l9 Tahun 2008

tentang Izin Usaha Petemakan serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahm 2008Nomor 19,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor
l9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG
PETUNruK TEKNIS PET.AI$AllAr{l{ PERDA NOMOR 19 TAHLJN 2008
TENTANG IZIN USAIIA PETERNAKAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
ATASI.TYA.

BAB I
KETENTUAI\ UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Ulara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaxa Pemerintahan
Daerah;

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara
umum:

6. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah
yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
8. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pertemakan Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha milik /
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuanf
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Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha
lainnya;

10. Izin Pengamanan Temak, Pengawasan dan Pembinaan Lalulintas temak dan
hasil ikutan temak keluar/masuk daerah/antar pulau yang selanjutnya disebut
Retribusi Atas Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan pembinaan teknis dan atau pelayanan kesehatan hewan;

ll.Izin Usaha Pertemakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau
pejabat lain yang diberikan kewenangan olehnya yang memberikan hak untuk
melaksanakan kegiatan petemakan;

12. Usaha peternakan rakyat adalah usaha yang dilakukan petemak dengan skala
kepernilikannya;

13. Masa Retribusi adalah waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dan kesehatan hewan;

14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kewenagan pemerintah pusat yang
diseralkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi dan periiinan
tersebut diperlukan guna melindtmgi kepentingan umum serta diperuntukan
untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dimaksud;

15. wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut perundang-

- _ ydanqan retribusi diwajibkan wrtuk melakukan pembayaran retribusi;
16. surat 

_Pcndaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutrya dapai disingkat
S.P.d9RD,.-.d"t"h surat yang qiCgakan oleh wajib retrilusiuntuk melaporian
objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan d* p;dt;

. _ l"fib5! yang terhutang menurut perudang-undangan retribusi daerah;
17. surat Ketetapan Retribusi naerah rurang eayl ramranan dan selanjutnya

dapat disingkat SKRDKBI adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
- ^ ltas 

jumlah renibusi yang telah ditetapkan;
18. 1113! Keterapan Retribusi 

, 
Daerah Lebii nayar yang selanjutnya disingkatSKRDLB adalah surat keputusan y*g ."o#n kan jumlah kelebiianpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi telih besar i*;;;

. ^ 
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang:

rv' surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adatah surat

^ ^ lefutg;an yang menentukan Uesamya jumlah *t lU*iy-g t"rhutang;20' Surat Tagihan Rerribusi Daerah yang sel"qt;t; di#gk"t STRD, adalah suratuntuk melakukan tasihan retribusi dai atau r*t .i ua,nirirro*r uerupa aenaa;- 
--

21. Penyidik Tindak piiana di bidang.#il;;;;;ah serangkaian kegiatanyang dilakukan oleh penvidik pegawai Negcri Sipil fang selanjutnya disebutPenyidik, untuk mencari serta 
-mengumputt* foni yang dengan bukti itumembuaj jelas tindak pidana di biianj retribusi a**f, yang tet'adi setumenemukan tersangkanya.

NAMA' oBJEK DAN SUBmB*?;LINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin Usaha petemakan Serta pungutan Retribusi Atasnya dipungutretribusi sebagai pembayaran atas pemberian irin i""fru p"i".rut*.

Pasal 3

Objek Retribusi adatah pemberian izin atas :l. Izin Pertemakan Rakvat:
2. Izin Usaha petemakan; 

-

3. Izin Pengeluaran, pemasukan Temak dan Hasil Ikutannya.

Pasal 4
Subjek Retribusi Izin Usaha p6temakan adalah orang atau badan yang memperolehizin usaha sektor netemakan.,)- ---- vr*r. s..s



d.
e.

t

Pasal 5

Usaha Petemakan Rakyat adalah usaha yang dilakukan oleh petemak dengan skala
kepemilikan sebagai berikut :

a. Usaha petemakan ayam ras petelur dibawah 10.000 ekor campuran;
b. Usaha petemakan ayam rzrs pedaging dengan kapasitas produksi dibawah 15.000

ekor;
Usaha petemakan babi dibawah 125 ekor campuran;
Usaha petemakan kambing dibawah 300 ekor campuran;
Usaha petemakan sapi potong dibawah 100 ekor campuran;
Usaha peternakan sapi perah dibawah 20 ekor campuran;
Usaha petemakan kuda dibawah 50 ekor campuran.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Izin Usaha Petemakan serta Pungutan Retribusi Atasnya digolongkan sebagai
retribusi perizinan tertentu.

cARA MENGUKUR TIRIBKiT PENGGUNAA-II JAsA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAI\ BESARI\-YA TARIF'

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalarn
perizinan didasarkan pada
pemberian izin;

penetapan struktur dan besamya tarif retribusi
tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan

Q) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekanpemeriksaan lapangan dan biaya transportasi dalam iangka p""g"*;- A;pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Izin Usaha Petemakan :

a. Izin Petemakan Rakyat
b. Izin Usaha Petemakan
c. Izin Pengeluaran, pemasukan Temak dan Hasil

Ikutannya :

a. Temak besar/ekor (Sapi, Kud4 Sapi perah
sapl potong, Kerbau)

b. Temak kecil/ekor (kambing, babi, anjing dan Kelinci)
c. UngaVekor (ayam ras petelur, ayam rasledaging)

itik dan burung)
d. Telur/butir

Rp. 75.000,-
Rp. 2s0.000,-

Rp. 100.000,-
Rp. 5.000,-

Rp. 2s0,-
Rp. 10,f

I
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BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAI{

Pasal l0

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAI\

Pasal I I

(l) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;
(3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh bupati;
(4) Kepada instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % dan retribusi

penerimaan.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERIIUTANG

Pasal 15

BABIx
SAI\KSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(l) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 o/o (dua perseratus) setiaf
bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD;

(2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan
sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagimana dimaksud pasal g.

TATAcAii?JNAGIHAN

Pasal 13

(1) t9ti!Tr1t".Lut"ng berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
SKRDBT, STRD dan Swat Keputusan Keberatan y*g rn"rryJbubi* ;u-luht"{|u.i yang harus dibayar tertambah, yang tidak aLu kurangbayar oteh *ajiU
:$Iti dapat ditagih melalui Badan Urusan piutang Aan flhng Neg;
(BUPLN);

(2) Penagihan retribusi melalui BUpLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

xrwr"rrJff#ruzrNAN

Pasal 14

(1) Setiap usaha petemakan wajib meminta izin dari bupati:
(2) Tata.cara dan syarat-syarat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya izin diberi k*r-+
I



Pasal 16

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen
yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal I 7

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

PENETA?ffif;JTRIBUSI

Pasal l8
(1) Berdasarkan sPdoRD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) ditetapkan

retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau doicumen- lain yang
dipersamakan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi
terutang, maka dikeluarkan SI(RDKBTI

(3) Bent*, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan SKRDiGi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan olet Uuputi.

TATAcARTS#LAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
(2) Retribr:si yang terurang dilunasi selambat-lambatnyi 15 (ima beras) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Sfnbl(sf ;an
STRD;

(3) 
faa c.am frembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan
Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 20

(1) Waj ib 
-retribusi dapat meSeajukal 

-keberatan 
hanya kepada bupati arau pejabat

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipenamakan, SffbkSf
dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam balnsa lndonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib
retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebuti

(4) Keberatan yang diajukkan datam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggal SI(RD atau dokumen lain yang dipersamakan-sKRDKBT dan sxn-ols ,diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu aapar menunlJiir;;+
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dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatarl sehingga tidak
dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 2l
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atas sebagian,

menolak, atau menambah besamya retribusi yang terutang;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) telah lewat

dan bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

pf, NGEMBALT* ffl"rtHtoN paMBAyARAN

Pasal22

(l) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib rertribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling rama 6 (enam) buran sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (i),
harus memberikan keputusan;

(3) A.pabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, 

- 
p".-ohon*

pengembalian kerebihan retribusi dianggap dikabulkan aan si<no harus
- .. diterbitkan dalam jangka waktu paling I (satuj buhr;
(4) Apabila wajib retribusi tn"mpunyai 

' 
utang retribusi lairury4 kelebihan

pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (rf hngs'ng oiperhiirngkan untut<
mehtnasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran.retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(l)dilahrkan dalarn jangka waktu paling larna 21ar;; Uutan seiak ;t,;.6ttk;;
SKRDLB.

Pasal 23

(l) Permohonan pengembalian retribusi diajukan s€cara tertulis kepada bupati
dengan sekurang-kwangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi;
b. Masa retribusi;
c. Besamya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat danjelas.

(2) Permohonan pengembarian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerab atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh buoati.

Pase'l24

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
Membayar Retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaranl"fipyl diperhitungkan dengan retribusi lainny4
sebagaimana dimaksud ddry lfa 2}.ayat (4), pimbayaran dilakukan deng;
cara permindahbukuan dan bukti pemindahUutuan ;uga Ue.fat" seUagai b;ktipemtayaranl._p



BAB XVIII
PENGURANGAI\. KERINGANAN DAN PEMBEBASAI\ RETRIBUSI

Pasal 25

(l) Bupati dapat menerbitkan pengurangarL keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(l) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
(3) Tata c:rra pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh

bupati;

ruo,lluf#iFf;nAcrHAr\i
Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, tecuai apat'ira
wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang reiribusi;

(2) Kadaluana penagihan retribusi sebagairnana yan! dimaksud ayat (l) teftanggung
apabila :
a. Diterbitkan surat teguran atau;
b' Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maup'n

tidak langsung.

rcrEr\f,ffiffirDANA
Pasal27

(l) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikankeuangan daerah diancam pidana kurungan pAinj'iama 6 (enam) bulan atau
,", *-:_o91,."f 1*gr-tingginya Rp. s.000.000,- iiirnu'.i*--piuU;(2, r rndak pldana dimaksud pada ayat ( I ) adalah pelanggaran.

BABXXI
PENYIDIKAN

Pasal 28
l' Pejabat peglwai negeri sipil tertentu di ringkungan pemerintah daerah diberiwewenang khusus sebasai penyidik untut metatulan penyidikan tjndrk p;;di bidang retribusi a."r"rr ri_t-"g"i--" ;;"iffi;h Undang_undang Nomor
., ,1,I*T_?11 "ITe 

Kitab Undang_unaang u-ut-umlcara riaana;,. :ry:yq r"nyrctik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :a. rvrenenma, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak lidena 6; Uia_g p".p".i"t_ daerah dan retribusiagar keterangan arau laporan tersebut _eoliai teiliiiiengtup aan jefaq----*.b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau badan tentang kebenaran p"iuuatun y."g airtuk"n-r"rr.U..g; ifi;tindak pidana perpajakan daerai a- ."tri6*li ------
c. Meminta keterangan dan bahan bukti ;; orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana ai bido"g perpui"t n Or"of, a* rehibusi;d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan 

- 
dokumen-dokumen lain

!-erfgaSn denean tindak pidana di biAang perpa.;af<an daerah dan retribusi;e. Y:lakukai penggeledahan untut Ufran-U*ii p"_Urf,"_, pencatatan dandokumen-dokumen lain, serta melakukan p"rlt"", terhadap bahan buktitersebut;
f. Meminta.bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penldikantindak pidana di bidang perpajak* au"_fr-."t ii*ii'



h.

i.

j.
k.

Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
Memotret s€seorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
dan retribusil
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan;
Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun l98l tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.

BAB XX]I
KETENTUAI\I PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah icubupo:t n
Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko
Pada tanggal : 37 TedLt,ARl 2009

Diundangkan di : Boroko
Padatangqal : 27 JAnU,qBl 2009

1 SEKRETARISDAERAH
f, xarurrrnx soityrgafipNcoN;ow urAR f

(/

Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. r31 843 684

BERITADAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHI.JN 2OO9

NOMOR:38

HAMDAI\I DATUNSOLAI{G

l.



II. PENJELASAI\ PASAL DEMI PASAL

Pasal I s.d29 CukupjefasJ
I

PENJELASA}I
ATAS

PERATTJRAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR: i. TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKIYIS PELAKSANAAI\I PERDA NOMOR 19 TAIIUN 2OO8
TENTAI\G IZIN USAHA PETERNAKAI\ SERTA

PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

I. PENJELASAI\TUMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah yang lrras, nyata dan bertanggung jawab merupakan tanggung
jawab semua pihak baik Aparatur Pemerintah Kabupaten/I(ota maupun semua komponen

masyarakat Grmasuk upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiavai
pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dari uraian diatas serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka melalui Dinas Pertanian, perkebunan, petemakan

dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menggali Sumber pendapatan Daerah
dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah (pAD).


